
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor3851);

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 1953 Nomor 9)
Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran
Negara RepubJik Indonesia Nomor 1820);

Menimbang: a. bahwa Walikota Banjarmasin menetapkan Peraturan
Walikota Nornor 46 Tahun 2018 tentang Standar Biaya
Masukan Anggaran 2018;

b. bahwa Pemerintah Kota Banjarmasin memandang perlu
untuk melakukan penyesuaian terhadap Standar Biaya
Masukan Tahun Anggaran 2018;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a
dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang
Perubahan Atas Perataturan Walikota Banjarmasin 'Nomor
46 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun
Anggaran 2018.

WALlKOTA BANJARMASTN,

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALll(OTA BANJARMASIN NOMOR 46
TAHUN 2018 TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN

TAHUN ANGGARAN 2018

TENTANG

NOMOR 62 TAHUN 2018

PROVINSJ KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN

WALlKOTA BANJARMASIN



4. Undang-Undang Nornor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara '[Lernbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lernbaran
Negara Republik Indonesia Nornor4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 20.04 Nomor
66, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor
440b);

6. Undang-undang Nornor 33 Tahun 2004 tentang
Perirnbangan Keuangan Antara, Pernerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik. Indonesia
Tahun. Q004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nornor 44.38.);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pernbentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nornor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneaia Nornor
5234);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pernerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nornor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia. Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9·
Tahun 2015.tentang Perubahan KeduaAtas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor
5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan K~uW1g~ Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578).;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Q06 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nornor 4614).;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 310),;



NO. lJRAIAN SATUAN Sl'ANDAR !;3lAYA KIU(Rp.)

4. Pakaian oiri khas daerah untuk
menunjang kedinasan Zkeperluan
ceremonial dan hari han terten tu.- ..

r. Pakaian Ciri khas daerah (batik Stel 500.00.0daerah) untuk menunjang kedinasan

2. Pakaian adat (Khusus Kepala SKPD, Stel 2.500.000Sekda, Asisten dan Staf Ahli 1
3. Pakaian adat Walikota Paket 10.000.000 .
4. Pakaian adat Wakil Walikota Paket 10.000.000
5. Pakaian: adat Pimpinan DPRD Stel 5.000.000

STANDAR BLAYA MASUKANTAHUNANGGARAN 2018
YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI

Ketentuan uraian 4 dalam lampiran Peraturan WaJikota Banjarmasin Nomor
46 Tahun 2018 tentang Peraturan Walikota tentang Standar Biaya Masukan
Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Rota Banjarmasin Tahun 2017 Nornor
46) diubah, sehingga keseluruhan berbunyi berikut :

PasaJ I

PERUBAHAN ATAS, PERATURANWALlKOTA BANJARMASIN
NOMOR 46 TAHUN 2018 TENTANG PERATURAN
WALIKOTA TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN
ANGGARAN 2018.

Menetapkan :

MEMUTUSKAN :

12. Peraturan Menteri D~ Negeri Nornor 80 Tahun 2,015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 33 Tahun 2017
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerab Tahun. Anggaran 2018 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 820);

14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nornor 3 Tahun 2014
tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
[Lernbaran Daerah Kota Banjarmasin Talrun 2'014 Nomor 3)~



H. HAMLI KURSANI
BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2018 NOMOR 62

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 17 adobel' :l1 .
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,

~
H. IBNU SINA

Ditetapkan eli Banjarmasin
pada tanggaJ 17 ukt obcr 2.l1J
WALIKOTA BANJARMASIN,

Agar setiap orang mengetahuinya dan mernerintahkan pengundangan
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota
Banjarmasin.

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal II


